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Abstract

Human trafficking, especially women, is increasingly prevalent, and it makes people more vigilant in supervising children and their environment in order to overcome the development of trafficking in Indonesia, especially in Kota Medan. The main factor in this crime is an economic factor as a big reason for someone to commit such human trafficking. Therefore, parents, the environmental community, and the government have a very important role in overcoming the process and eradicating criminal acts of trafficking in Kota Medan. The process of human trafficking can be prevented by getting closer to the creator and doing positive things in the community. There is the existence of law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Human Trafficking as a means of protection from the government for acts of trade of people. In this Law, all matters relating to both human trafficking and the rules and sanctions are regulated.
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Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang  khususnya wanita semakin marak dan semakin membuat masyarakat harus lebih waspada dalam mengawasi anak dan lingkungannya agar menggulangi perkembangan tindak pidana perdagangan orang di indonesia khusunya di kota Medan. Faktor utama terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah faktor ekonomi yang menjadi alasan besar seseorang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Oleh sebab itu orang tua, masyarakat lingkungan dan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi proses dan pemberantasan  tindak pidana perdagangan orang di kota Medan. Proses tindak perdagangan orang sangat dapat dicegah dengan lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta dan melakukan hal-hal yang positif di lingkungan masyarakat. Adanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdangan Orang sebagai alat perlindungan dari pemerintah atas tindakan perdangan orang.Dalam Undang-undang ini diatur segala halnya yag bersangkutan dengan tindak pidana perdangan orang baik itu yang termasuk jenis tindak perdagangan orang,aturan beserta sanksi yang dapat diterima pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Perlindungan, Menanggulangi.
I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang

Tindak pidana perdagangan berupa pelanggaran norma kemanusiaan yang berupa  perbuatan kejam dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini diterima sebagi ketidakberdayaan korban yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya.


Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran norma kemanusiaan yang berupa  perbuatan kejam dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini diterima sebagi ketidakberdayaan korban yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya.

Salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak yang banyak di praktikkan sebagai kejahatan berdimensi lintas wilayah dalam negara maupun lintas negara (transnational organise crime) adalah perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual atau pelacuran. Modus operasi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual ini dari waktu ke waktu semakin komplek dan semakin sulit dijerat hukum. Korbannya pun semakin meningkat dari sisi jumlah maupun situasi korban, yaitu dari perempuan usia dewasa hingga anak perempuan, bahkan anak anak masih di bawah usia 10 tahun terjebak sistem ijon yang di lakukan oleh para penjahat perdagangan orang dengan orang tua mereka. Sebagian besar dari mereka yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang adalah mereka yang hidupnya terjebak dalam kemiskinan dan tidak memperoleh berbagai akses untuk pemenuhan hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak atas informasi. Ironisnya, mereka yang telah menjadi korban perdagangan orang berulang kali jatuh sebagai korban seperti korban pemerasan dari aparat maupun masyarakat, korban tindak diskriminatif dan praktik kriminalisasi yang dilakukan oleh negara maupun sebagai masyarakat itu. Adapun hukuman yang berlaku di Indonesia, ialah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).


Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapi dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, cara seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindah tanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapi, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada diantaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). 



Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendiri ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban kedaerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.



Oleh karena besarnya kejadian tersebut dalam jurnal ini kami membahas tentang si pelaku yang melakukan proses tindak pidana perdagangan orang,ataupun pihak yang menjadi penyelenggara atupun penyedia tindak pidana perdagangan orang.



Karena menurut kami pihak-pihak yang menjadi penyebab semakin maraknya prostitusi maupun perdagangan orang adalah sosok mucikari atau orang yang memperdagangkan seseorang kepada pihak yangtelah setuju untuk menjalin kesepakatan yang telah mereka tentukan baik itu waktu,tarif,tempat, dan sebagainya.

Mucikari tersebut yang menjadi sarang atau akar dari tidak bisa ataupun sulitnya diberantasnya prostitusi di indonesia.



Pembahasan sistem hukum dan sikap penegak hukum yang peka gender tidak dapat ditawar-tawar. Indonesia harus segera menunjukkan komitmennya terhadap melawan penghapusan perdagangan perempuan (sesuai dengan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984) sebagai upaya memerangi perdagangan perempuan. Adapun hukuman di Indonesia,terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).



Berdasarkan latar belakang masalah diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan menuangkannya ke dalam penelitian jurnal yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Putusan:741/PID.SUS/2016/PN.MDN.
B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi pelaku tindak pidana perdagangan orang?

2. Apakah penyebab faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang ?

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan putusan 741/PID.SUS/2016/PN.MDN?
C. Metode Penelitian

Penelitian ini jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara menelah dan menginpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang bersangkutan  dengan pembuktian perkara pidana. 




Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.




Berdasarkan sifatnya maka penelitian bersifat deskriptif yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran secara jelas dan terprinci mengenai tinjauan.

Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagian data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian :

a) Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berkekuatan mengikat,yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang.

b) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan  yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,seperti rancangan Undang-Undang hasil penelitian dapat berupa pakar hukum serta buku-buku yang berkaitan dengan senjata api dan liberatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier merupakan  yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primerdan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia serta artikel dari internet.




Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, penelitian, karangan ilmiah, tesis dan disertai peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan,  ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.




Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara  kualitatif yaitu uraian yang dilkukan peneliti terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan statistikatau matematika ataupun sejenisnya tetapi berupa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permaslahan yang dibahas dalam penelitian ini. 

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode dedukatif yaitu merupakan cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.
II. Hasil dan Penelitian

A. Upaya Pemerintah Dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran  norma kemanusiaan . 
Dalam hal terjadinya TPPO maka negara bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada korban baik yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri proses ini dilakukan melalui penegakan hukum berdasarkan UU PTPPO dan KUHP.
Dari segi perundang-undangan, pada tahun 2014 dilakukan amandemen terhadap Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-undang Perlindungan Anak mewajibkan restitusi dari pelaku TPPO terhadap korban.
Dalam hal ini upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yaitu pihak berwajib, atau turut serta dalam menangani korban. Sebagai pelapor, namanya akan dilindungi dan dirahasiakan. 
Solusi kegiatan nyata untuk mengatasi hal tersebut dilakukan dengan membuka pusat-pusat layanan rehabilitasi korbanMemberikan pelatihan khusus kepada pencari kerja  tentang bahaya trafficking. Hendaknya oknum-oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait lebih tegas lagi dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus perdagangan orang khususnya perempuan sebagai suatu bentuk tindak kejahatan yang kompleks, tentunya memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional, namun juga pengumpulan dan pertukaran informasi, kerjasama yang memadai baik sesama aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait yaitu lembaga pemerintah (kementerian terkait) dan lembaga non pemerintah (LSM) baik lokal maupun internasional. Semua pihak bisa saling bertukar informasi dan keahlian profesi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan kode etik instansi. 
Tidak hanya perihal pencegahan, namun juga penanganan kasus dan perlindungan korban semakin memberikan pembenaran bagi upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan secara terpadu. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar korban mendapatkan hak atas perlindungan dalam hukum.
Dalam mencegah dan mengatasi human trafficking, maka pemerintah telah melakukan tindakan sebagai berikut :

1) Berpedoman pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

2) Memperluas sosialisasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO.

3) Mengesahkan UU Perlindungan anak (UU No. 23 Tahun 2002).

4) Pembentukkan Pusat Pelayanan Terpadu (PP No. 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi atau korban TPPO).

5) Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Kepres No. 88/2002).

6) Pembentukkan Gugus Tugas PTPPO terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat (PERPRES No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO).
7) Penyusunan draft Perda Trafficking.

Upaya pencegahan yang akan dilakukan Pemerintah Indonesia untuk Human Trafficking adalah sebagai berikut:

1) Penyadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya human trafficking di ligkungan masyarakat melalui dilaksankanya sosialisasi.
2) Membuka peluang kerja melalui pelatihan keterampilan kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain.

3) Peningkatan kreativitas pendidikan anak-anak baik formal maupun informal.

Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran yang besar dalam pencengahan upaya perdagangan orang .karena lingkungan masyarakat sangant berperan penting dalam terjadinya serta memaraknya perdgangan orang .lingkungan masyarakat yang paling utama adalah dalam lingkungan kelurga inti.kepribadian seseorang akan terbentuk sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari lingkungan  keluarga. Dalam tahap selanjutnya lingkungan masyarakat yang di maksud adalah lingkungan sekitar rumah tempat seseorang bergaul dalam kesehariannya. Lingkungan bergaul yang di maksud adalah siapa teman bergaul, seperti apa suasana temapat dia tinggal dan sebagainya.
Kebijakan operasional menjadi sangat penting untuk dikritisi karena implementasi dari upaya pemberantasan perdagangan orang akan dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan ini. Sebagai contoh, sebagaimana tertulis dalam Pasal 46 ayat 1 dan 2 UU PTPPO, pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang akan dikembangkan di setiap kabupaten/kota bagi saksi dan/atau korban perdagangan orang. Peraturan Pemerintah ini kemudian mengamanatkan dibuatnya Peraturan Menteri mengenai Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional mengenai pemulangan dan integrasi. Sehingga dengan demikian, sinergitas vertikal antar peraturan tersebut di atas menjadi sangat penting dalam upaya pemberantasan dan pencegahan perdagangan orang. 

Dalam mencegah dan mengatasi human trafficking, maka pemerintah telah melakukan tindakan sebagai berikut :

1) Berpedoman pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

2) Memperluas sosialisasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO.

3) Mengesahkan UU Perlindungan anak (UU No. 23 Tahun 2002).

4) Pembentukkan Pusat Pelayanan Terpadu (PP No. 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi atau korban TPPO).

5) Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Kepres No. 88/2002).

6) Pembentukkan Gugus Tugas PTPPO terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat (PERPRES No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO).

7) Penyusunan draft Perda Trafficking.

Upaya pencegahan yang akan dilakukan Pemerintah Indonesia untuk Human Trafficking adalah sebagai berikut :

1. Penyadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya human traffikig di ligkungan masyarakat melalui dilaksankanya sosialisasi.

2. Membuka peluang kerja melalui pelatihan keterampilan kewirausahaan,  pemberdayaan ekonomi dan lain-lain.

3. Peningkatan kreativitas pendidikan anak-anak baik formal maupun informal.

Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran yang besar dalam pencegahan upaya perdagangan orang karena lingkungan masyarakat sangat berperan penting dalam terjadinya serta memaraknya perdagangan orang serta lingkungan masyarakat yang paling utama adalah dalam lingkungan keluarga inti. Kepribadian seseorang akan terbentuk sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari lingkungan  keluarga. Dalam tahap selanjutnya lingkungan masyarakat yang dimaksud adalah lingkungan sekitar rumah tempat seseorang bergaul dalam kesehariannya. Lingkungan bergaul yang dimaksud adalah siapa teman dia bergaul, seperti apa suasana tempat dia tinggal dan sebagainya.
Pada hal ini akan di bahas upaya yang dilakukan masyarakat dalam pencengahan perdagangan orang sebagai berikut;

1. Mengajarkan nilai-nilai agama sejak usia dini,dan pengenalan  terhadap diri sendiri.

2. Memberikan pendidikan yang baik untuk anak sejak dini

3. Mengajarkan ilmu seksual sejak dini agar anak akan memilik pengetahuan tentang seksual dan dapat menjaga diri

4. Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses ke kredit keuangan untuk memfasilitasi usaha sendiri,  

5. Merubah sikap dan pola pikir keluarga dan masyarakat terhadap trafficking anak.

B. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Masalah perdagangan manusia (Human Trafficking) bukan lagi hal yang baru tetapi sudah menjadi masalah nasional yang berlarut-larut, yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah Indonesia, maupun oleh organisasi yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan manusia tersebut.
Penyebab tindak pidana perdagangan orang sangat luas sekali, tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya tindak perdagangan orang di Indonesia. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda.



Umumnya para korban trafficking adalah orang yang mudah terbujuk oleh janji-janji palsu sang traffickers. Beberapa traffickers menggunakan taktik-taktik manipulasi untuk menipu korbannya diantaranya dengan intimidasi, rayuan, pengasingan, ancaman, penyulikan dan penggunaan obat-obatan terlarang.



Banyak dampak yang ditimbulkan dengan adanya perdagangan manusia tersebut tidak hanya merugikan negara saja tetapi juga pada korban dari perdagangan manusia tersebut.

Peranan keluarga dalam menentukan pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya sangat penting sekali bagi perkembangan anak selanjutnya karena tidak seorangpun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, keluargalah yang merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak.


Pendapat ini didasarkan pada jumlah korban maupun pelaku tindak pidana perdagangan orang yang tertangkap kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang tidak harmonis dan brokenhome, kurangnya perhatian dari kedua orang tua membuat mereka hidup tanpa arah dan cenderung bersifat bebas. Kurangnya kedisiplinan dalam keluarga disebabkan oleh: 

a. Perbedaan antara orang tua dan anak dalam hal kedisiplinan; 

b. Kelemahan moral, fisik, dan kecerdasan orang tua yang membuat lemahnya disiplin; 

c. Kurang disiplin karena tidak adanya orang tua; 

Kepatuhan pada orang tua juga merupakan hal yang sangat penting untuk dicermati. Adanya ketidakpatuhan terhadap orang tua membuat anak ini tidak lagi memerhatikan nasihat ataupun bimbingan dari orang tuanya.

a. Faktor budaya 

Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya perdagangan orang: yaitu peran perempuan dalam keluarga, peran anak dalam keluarga, perkawinan dini, dan sejarah pekerjaan karena jeratan hutang. Sebab-sebab dari perdagangan orang di atas sesuai dengan teori sosiologi kriminil, tentang kejahatan sebagai suatu gejala di masyarakat. Sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat, dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan sekeliling fisiknya. 
Dorongan-dorongan individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Artinya bahwa, terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini, pelaku banyak mendapatkan kesempatan melakukan kejahatan karena calon korban lebih didominasi faktor ekonomi dan lemahnya langkah pencegahan dan perlindungan Faktor Individual 

Setiap individu memiliki kepribadian dan karakteristik dan tingkah laku yang berbeda satu sama lainnya. Kepribadian ini dapat dinilai dari cara dan bagaimana setiap individu itu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Seseorang individu yang berperilaku baik di tengah masyarakat maka seseorang itu akan di nilai baik dan mendapatkan penghargaan diri dari masyarakat dan dapat dijadikan contoh bagi masyarakat disekitarnya. Tetapi jika seseorang berpeliku tidak baik maka orang tersebut akan dinilai tidak baik dan timbul di benak masyarakat bahwa orang tersebut akan menimbulkan masalah dan kekacauan di masyarakat itu.

Dalam perdagangan orang dalam hal ini seorang wanita dengan tujuan prostitusi ataupun pelacuran, terjemusnya seorang wanita kedalam dunia prostitusi bukan semata keinginan dari pada si wanita tersebut melainkan adanya dorongan-dorongan dari orang lain yang hendak memanfaatkan keadaan siperempuan itu. Adanya pelaku trafficking bisa dikatakan sebagai penjahat yang akan menjual wanita sebagai lahan bisnis para pelaku trafficking.

b. Faktor Eksternal

1. Faktor Lingkungan

Terjadinya kejahatan yang dilakukan seseorang salah satu penyebabnya adalah faktor lingkungan atau pergaulan masyarakat sekitarnya. Kejahatan yang merupakan suatu bentuk gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi serta perkembangan lain sebagai akibat sampingan yang negative dari setiap kemajuan atau perubahan sosial dalam masyarakat.
2. Faktor Perkembangan Teknologi

Pada masa sekarang ini teknologi sebagai sarana pendukung pembangunan yang wajib dikuasai oleh semua orang. Kita akan tertinggal jika kita tidak menguasai teknologi tersebut, tapi sangat disayangkan perkembangan teknologi yang sangat maju memberikan efek-efek negatif didalam kehidupan masyarakat. 

3. Faktor Sosial Budaya 

Faktor sosial budaya yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender antara lain adalah sebagai berikut: 

(a) Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan dengan laki-laki yang ditandai dengan masih rendahnya peluang perempuan untuk bekerja dan berusaha serta rendahnya akses sumber daya ekonomi seperti teknologi, pasar kredit dan model kerja.
(b) Kurangnya pengetahuan pada perempuan dibanding dengan laki-laki.
(c) Ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi.

(d) Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibanding dengan laki-laki.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Putusan: 741 / PID.SUS / 2016 / PN.MDN.
Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Nama Abdul Aziz als Pian; tempat lahir Aksara pukat 2; umur 38 tahun; jenis kelamin laki-laki; kebangsaan Indonesia, tempat tinggal jalan aksara pukat 2 desa banten timur kelurahan banten timur, agama islam, pekerjaan wiraswasta
Bahwa dia terdakwa ABDUL AZIZ Als UMMI Als PIAN, pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2015 bertempat di Dalam ruangan Nomor 203 Bona Vista Karaoke Jl. Multatuli No. 30 ABC Medan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan perekrutan, pengangkutan, panampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratanhutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

Bahwa pada hari Minggu terdakwa dihubungi oleh MUHAMMAD AZHAR (berkas perkara terpisah) melalui telephone dan meminta terdakwa untuk menjemputnya dari Ayahanda Jl. Legenda Medan untuk diatarkan ke Inul Vista Jl. Multatuli No. 30 ABC Medan dan terdakwa pun pergi menjemput MUHAMMAD AZHAR dengan menggunakan mobil SWF dengan nomor BK 283 GS, setelah terdakwa dan MUHAMMAD AZHAR berada didalam mobil terdakwa, kemudian MUHAMMAD AZHAR menanyakan kepada terdakwa dengan ucapan “UMMI ada kenal cek” dan terdakwa menjawab “ada” dan MUHAMMAD AZHAR menanyakan kembali “ kenal dengan mereka” dan terdakwa menjawab “ kenal”

1. Pertimbangan dan Putusan Hakim


Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
a) barang siapa; 

b) yang pencahariannya atau kebiasaanya; 

c) dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Abdul Aziz alias UMMI alias Pian, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “dengan sengaja sebagai mata pencaharian atau kebiasaan mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain”, sebagaimana dalam dakwaan kedua

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

· 1(satu) unit handphone merk Samsung grand duos warna hitam

· 1(satu) unit handphone Samsung GT-E1195 warna hitam dengan Sim card 082277028631

· 1(satu) unit handphone Blackberry Tourch 9800 warna hitam dengan Sim card 081264284788

· 1(satu) unit handphone Samsung A-3 warna putih dengan IMEI 357572/06/157703/4 serta Kondom laki-laki 52mm dalam keadaan terbungkus

· Uang pecahan Rp.100.000,- sejumlah Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah), dikembalikan kepada saksi Agus Riady;dan 

· 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift nomor polisi BK 293 GS warna hitam metalic, nomor rangka MHYEZC21CAJ-115281 dan nomor mesin M15AIA-615650+kunci kontak, masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Azh.
2. Analisis Kasus

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa. Dalam kasus Abdul Aziz als Pian dimana terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007. 
Hakim hanya menjatuhkan kepada terdakwa Abdul Aziz als Pian dengan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan, penulis tidak setuju dengan putusan hakim tersebut dimana tuntutan jaksa penuntut umum kepada terdakwa Abdul Aziz als Pian dipidana selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 disebutkan hukuman maksimal kepada Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang paling singkat selama 3 (tiga) tahun dan Paling lama 15 (lima belas) tahun.
III. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan 

Dalam hal terjadinya TPPO maka negara bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada korban baik yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. 
Faktor-faktor budaya dan faktor eksternal memberikan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
Saksi korban tidak dalam keadaan terpaksa dan juga mendapat keuntungan untuk dirinya sendiri, selain itu terdakwa adalah tante dari saksi korbandan kesemua unsur TPPO pasal 2 (1) UU RI No.21 tahun 2007 terbukti secara sah dan meyakinkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dihadapan persidangan fakta-fakta tersebut yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa I dan II, dan saksi korbanyang menguatkan dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umumtentang TPPO hal ini juga dibuktikan dalam kasus penyidikan terdakwa I dan II tertangkap tangan melakukan transaksi perdagangan orang.
Dalam penanganan dan pencegahan korban tindak pidana perdagangan orang masyarakat harus berperan serta ikut membantu dengan memberikan informasi dan melaporkan jika ada kejadian tersebut kepada penegak hukum atau pihak berwajib, atau turut serta dalam menangani korban. Sebagai pelapor, namanya akan dilindungi dan dirahasiakan. Dengan cara masyarakat ikut berpartisipasi, akan membantu mengurangi korban tindak pidana perdagangan orang.

B. Saran 

Adapun saran yang dapat kami berikan dalam penelitian jurnal kami yaitu:

1. Bagi masyarakat agar tidak terjerat ke dalam perdagangan orang, sebaiknya masyarakat meningkatkan kewaspadaan,hal itu perlu dilakukan sebagai antisipasi dari segala bentuk tipu daya para pelaku perdagangan orang.

2. Dalam penanganan dan pencegahan korban tindak pidana perdagangan orang masyarakat harus berperan serta ikut membantu dengan memberikan informasi dan melaporkan jika ada kejadian tersebut kepada penegak hukum.

3. Dalam penerapan hukuman pidana terhadap pelaku harus dijatuhi hukuman lebih berat lagi, agar si pelaku dapat merasakan efek jera, dan kepada setiap orang akan berpikir lagi dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang.
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